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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Bentuk dan faktor penyebab terjadinya kesalahan dalam penulisan
buku nikah di KUA Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk terdini atas
kesalahan ringan dan kesalahan berat. Kesalahan ringan berupa
kesalahan teknis penulisan (salah ketik), sedangkan kesalahan berat
menyangkut identitas substantif seperti nama lengkap, nama orang
tua, dan data penting lainnya. Faktor-faktor yang menyebabkan
terjadinya kesalahan tersebut meliputi ketidaksesuaian dokumen
administrasi yang dibawa calon pengantin, kurangnya ketelitian
petugas dalam proses input data, lemahnya proses verifikasi data, serta
kendala teknis dalam penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah
(SIMKAH).

Tanggung jawab hukum dan upaya penvelesaian kesalahan dalam
penulisan buku nikah ditinjau dari!PERMENAG Nomor 30 Tahun
2024 pada dasarnya berada pada KUA sebagai instansi yang
berwenang melakukan pencatatan perkawinan. Tanggung jawab
tersebut diwujudkan melalui pembetulan data dan pemberian
pelavanan administratif sesuai ketentuan vyang berlaku. Namun,
tanggung jawab tersebut bersifat proporsional karena masyarakat juga

berkewajiban membenkan data yang benar serta melakukan

pengecekan ulang terhadap dokumen yang diterbitkan. Adapun
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penyelesaian kesalahan dilakukan melalm pembetulan administratif di
KUA untuk kesalahan tertentu dan melalut penetapan Pengadilan
Agama apabila kesalahan vyang terjadi bersifat substantif atau
memerlukan dasar hukum lebih lanjut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Bagor, terdapat beberapa saran yang dapat
diajukan sebagai upaya meminimalisir kesalahan dalam penulisan buku
nikah serta meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan perkawinan.

Pertama, bagi pihak KUA, perlu dilakukan peningkatan ketelitian
dalam proses verifikasi dan mput data, terutama pada tahap pemeriksaan
dokumen dan pengecekan ulang sebelum penandatanganan buku nikah
Selain itu, penting untuk memperkuat sistem kontrol internal, seperti
pengecekan berlapis (double check), agar kesalahan yang bersifat teknis
maupun substantif dapat dicegah sejak awal. Pemanfaatan sistem digital
seperti SIMKAH juga perlu dioptimalkan dengan tetap mengedepankan
ketelitian petugas dalam proses penginputan data.

Kedua, bagi masyarakat sebagai pengguna layanan, diharapkan dapat
lebih aktif dan teliti dalam memeriksa dokumen yang diserahkan maupun
data yang tercantum dalam buku nikah sebelum diakukan
penandatanganan. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keakuratan
data administrasi perlu ditingkatkan, mengingat kesalahan yang terjadi
dapat berdampak pada urusan hukum di kemudian han.

Ketiga, secara normatif, implementasi PERMENAG Nomor 30 Tahun

2024 perlu terus disosialisasikan dan dipahami secara menyeluruh oieh
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petugas KUA maupun masyarakat, agar setiap tahapan pencatatan
perkawinan dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip ketelitian, akurasi,
dan kepastian hukum.

Dengan adanya sinergi antara pihak KUA dan masyarakat, diharapkan
kesalahan dalam penulisan buku nikah dapat diminimalisir, sehingga
pelayanan pencatatan perkawinan menjadi lebih tertib, akurat, dan

memberikan jaminan kepastian hukum bagi semua pihak.
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